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Al-fjarab ai-Muntabtyyab bi ai-Tamlik (IMBT), setlJra konseptual, 
bampir sama dengan leasing yang dilakukan oleb institusi keuangan di dunia, 
termasuk Indonesia. IMBT termasuk produk jasa lembaga keuangan !Jari'ah yang 
bersifat terbuka, dan bahkan dapat mclibatkan pihak ketiga jika diperlukan. 
Dalam konteks keindonesiaan, ekonomi !Jari'ah dirancang dan digerakan secara 
kultural oleh MUI. Dalam rangka regulasi bisnis dengan sis/em !Jariah, MUI 
membentutuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang menghasilkan Jatwa; dalam 
rangka pengawasan, DSN menempatkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada 
setiap unit usaha yang menggunakan sistem [Jari'ah; dalam rangka penyelesaian 
sengketa bisnis [Jari'ah, MUI membentuk Badan Arbitrase Syari'ah Nasional 
(Ba.ryarnas), Sedangkan secara struktural, Negara telah mengakomodir sistem 
usaha [Jari'ah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 0/eh karena itu, sifat 
keterbukaan (as as kebebasan berkontrak) yangjuga dianut dalam kontrak IMBT, . 
dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan kepatutan secara .ryari'ah yang 
didasarkan pada fatwa DSN-MUI. 

Abstract 
AI-Ijarab ai-Muntahtyyah bi ai-Tamlik (IMBT) is conceptuallY almost the 

same as leasing which is mnduded 0' world jinandal institutions, including those tif in 
Indonesia. IMBT is a servia produd tif !Jari'a jinandal imtitution which is 
transparant and is able to involve the third party whenever it is necessary. In the 
context tif Indonesia, economic [Jari'a is culturallY designed and run 0' the Coumil tif 
Indonesian Ulama (MUI). In order to regulate the bussiness in the !Jari'a .rystem, 
MUI forms the Coundl tif National Syari'a (DSN) issuing the Jatwas; in order to 
give monitoring, DSN places The Board tif Syari'a Controller (DPS) in every 
business unit which uses [Jari'a !)Stem; in order to solve the !Jari'a business 
disputation, MUI forms the Arbitration Board tif National Syari'a (Ba.ryarnas). 
Moreover, The State has structurally accomodated the .rystem of.ryari'a business in 
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Jaw and regulation~ Therefore, The ope ness characteristics (the principle of free- based 
contract) which is a/so practiced in the. contract of IMBT is restricted by the law and 
regulation and l/c;nsidered appropriate in syari'a point of view based on DSN-MUI 
fa twas. 

Kata Kuncii af-Ijarah a/-Muntah!Jyah bi a/~Tam/ik, Kontrak Bisnis; Dewan 
Syari'ah · Nasional (DSN), V,ewan Pengawas Syari'ah (DPS), 
ekonomi syari'ah 

Pengan~ar .. _ . 
Pendapat ulama mengenai bu~ga . bank tidaklah sama; 

Muhammad Abu Zahrah (w. 197 4), berpendapat bahwa bunga _bank 
adalah rib~ nasf'ah, yang diharamkari dalam Islam.1 Pendapat yang sama 
juga dikemukakan oleh Tahir Abdul Muhsin Sulaiman,2 Yusuf Qardawi, 
Umer_ Chapra, Abdul Manrian, dan 'Isa Abduh.3 

·_ Dalam konteks 
perrukiran keagamaan di Indonesia, terdapat Ulama · yang ikut 
mengomentari hukum bunga bank, an tara lain A. Hassan, Abdul Halim 
Hasan, dan Kaharuddin: Yunus. _ A. Hassan · (pendiri Persatuan 
Islam/Persis) berpendapat bahwa bunga:bank boleh diambil (b.a/d~; 4 

Abdul Halim Hasan(dariMedan) dan KaharuddinYunus berpendapat 
bahwa bunga bank termasuk .riba ya~g dilarang oleh Allah.5 Ahmad 
Azhar Basyir pada tahun 1975 mengusulkan kepadap~blik Islam agar 
mengubah sistem perbankan, dari perbankan yang. nienggunakan bunga, 
d~ngan perbankan yang menggunakan sistem qiradh at~m mudharabah.6 

Di sainping pendapat pribadi, terdapat juga keputusan · kolektif 
ulama yang terafiliasi dalam ormas Islam. Majlis Tarjih Muhammadiyah 
menetapkan bahwa bunga bank termasuk syubhat (dekat ke haral:Il).7 

Nahdlatul Ulama (NU) menganggap bahwa hukum bunga bank 
termasuk syubhat (tidak jelas halal-haramnya) dan dengan prinsip kehati-

. hatian, NUmenganjui:kan agar praktek bunga bankdiharamkan.8 Majelis 
Fatwa Mathla'ul Anwar , juga meiniliki semangat yang sama dalam 
membangu~ ekonomi Is-lam, yaitu bungabank termasuk riba yang haram 
hukumnya.9 MUI Pusat pada tanggal16Desember 2003 memfatwakan 

. bahwa bunga bank termasuk riba ,nast'ah yang haram -. hukumnya;10 

pengaruh fatwa _ tersebut-m~nurut' hasil penelitian al-Hakim dan 
Faizal-termasuk signifikan;11 oleh .karena itu, fa twa ini telah menjadi 
faktor. pemicu berk~mbangnya sistem _ekonomi syariah yang membumi di 
Indonesia, Tulisan ini, diinaksudkan urituk menjelaskan salah satu akad 

'· .. ... 
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yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan badan usaha 
· yang menjalankan sistem syari'ah, yaitu al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-
Tamlik (selanjutnya IMBT). · 
. Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (sociology of 
law) yang di dalamnya terkandung ajaran mengenai efektiVitas hukum; 
yaitu . perbandingan an tara realitas hukum dengan cita-dta hukum.12 

Pendekatan ini merupakan dampak dari pembagian hukum yang antara 
· hiin dikenalkan oleh Gillin; yakni hukum yang termasuk dalam ~ ko~sep 
(ide, . dugaan, doktrin, dan kepentingan); dan hukum yang, termasuk 
dalam struktur, yaitu bingkai kerja yang mencakup aparatur guna bekerja 
sama secara sinergis dalam menegakan hukum.13 

. Eksistensi IMBT telah diakui di Indonesia secara · fllosofis, 
yuridis, sosiologis. Secara fllosofis, IMBT diakui sebagai hukutl:l yang 
sesuai qengan cita-cita hukum yang bernilai positif, · tenitama dalam 
konteks kesej~hteraan. Secara yuridis, IMBT telah diakui sebagai sahh 
satu akad penyaluran dana bank syari'ah;14 dan secara sosiologis, IMBT 

· · diakui sebagai hukum yang telah diterima oleh masyarakat,1
.
5 terutama 

setelah ditetapkannya .. fatwa DSN nomor . 27 /DSN-MUI/III/2002 
tentang IMBT. Di samping itu, karena IMBT antara lain dipraktekan 
dalam bentuk perjanjian/kontrak, maka analisis data dilakukan dengan · 

· menggunakan "ilmu". Contrad Drafting. Bagi Soekanto dan Mamudji, 
penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian normatif,16 karena obyek 
yang· diteliti termasuk pengaturan yang normatif mengenai pihak-pihak 
yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban dalam melakukan akad 
IMBT;17 sedangkan obyek penelitian ini adalah: a) fatwa DSN MUI 
nomor 09/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan Ijarah; dan b) . 
fatwa DSN MUI nomor 27 /DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT. 

Anatomi Kontrak Bisnis Islami 
Sebehim menjelaskan akad yang bersifat sosial dan komersial 

dalam Islam, ada baiknya jika syarat-syarat. sah suatu kontrak diketahui · 
terlebih dahulu. Dalam KUH Perdata (pasal 1320) ditetapkan: "untuk 
sahnya suatu perjanjian harus memenuhi em pat unsur, yaitu: (1) sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal." Syarat 

·· pertama dan. kedua disebut syarat subyektif; dan syarat ketiga dan · 
keempat disebut syarat obyektif. Jika syarat-syarat obyektif tidak 

, terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum; tujuan para pihak untuk 
. melakukan perikatan berarti gagal, karena perjanjian--secara hukum--
tidak pernah ada, dan karena itu, perikatan juga tidak pernah ada. 
Sedangkan jika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu 
pihak berhak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan; jadi, 
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perjanjian yang. ·tidak' terpenuhi syarat-subyektinya bersifa.t mengikat 
. selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak 
merninta, pembatalan kontrak, yaitu pihak yang cakap hukum.18 Hal .i~ 
setidikllya menjadi dasar bahwa akad IMBT yang tidak terpenuhi syarat:.:' 
obyektifnya;: bataldemi ·hukl.un; ·.dan akad IMBT yang tidak terpenuhi 
syarat:·subyektifnya, batal jika ditetapkan (oleh hakim) atas permintaan 
pihakyarig·cakap hukum. · . . . . . · .•... . . 

Dalam Islam ·terdapat dua akad yang dapat dibedakan dari segi 
tujuannya. Pertama, .· akad tabaml adalah akad yang dilakukan dengan 
tujuan meinbantu · pihak lain; dan kedua, · akad ghair tabamt' adalah · akad 
yang dilakukan dengan tujuan · untukmemperoleh keuntungan .. Dalam 
Islam, dikenal dua 'institusi keuangan: a) bait al-ma/,· yaitU sektor institusi 
keuangan yang bersifat sosial; pengum!mlan dana dilakukan melalci jalur 
zakat, ·.~faq, sedekah, dan wakaf; dan penyaluran dananya ·antara·lain .. 
menggunakan akad qardh; dan b) bait al-tamwil; yaitu sektor institusi · 
keuangan yang bersifat bisnis (dilakukan dalam rangka memperoleh 
keuntungan) seperti akad bai' d;m ijarab.19 

· 

Selcirang ini telah dibedakan · antara ekonomi dengan bisnis. 
Ekonomi (economic) adalah segala aktivitas yang. berkaitan dengan 
produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa) di an tara orang­
orang .. Rahardjo melengkapi definisi terse but dengan menginforrriasikari 
pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutif dari bukuThe Pinguin 
Dictionary of Economics yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah 
kajian tentang produksi, distribusi, dan . konsumsi. kekayaan dalam 
masyarakat. Rahardjo menjelaskan bahwa definisiyang. terdapat dalam 
buku tersebut lebih lengkap :karena menjelaskan obyek ekonomi (yaitu 
kekayaan) dan aspekkonsumsi (sebagai kegiatari ekonomi).20 Sementara 
Boediono ~enjelaskan bahwa manusia-· dalam kacamata ekonomi­
mehikukan ciga kegiatan pokok: produksi, konsumsi,dan pertukaran?1 

'.· 

· Sedangkan · arti ·· bisnis adalah "tbe bi!Jing and selling of goods and 
services." Skinner menjelaskan bahwa bisnis adalah pertukarai1 barang, 
jasa,. a tau uang yang saling menguntungkan atau. memberikan' mai1faat. 
Dengan. demikian, perusahaan bisnis adalah smitu organisasi yang terlibat 
dalam pertukaran barang, jasa, : atau : uang .untuk · menghasilkan' 
keuntungan.22 Perbedaan, antara ''bisnis" dan "ekonomi" terletak pada 
tujuan dan penghitungari keuniungan. Tujuan :ekonomi adalah untuk 
mericapai kondisi kesejahteraan fisik;23 sedangkan tUjuan bisnis adalah 
untuk mendapatkan keuntungan, .· periumbuhan badan usaha, dan 
bertanggung jawab secara' sosial.24 Husen· Umar menegask~m bahwa 
tujuan. utama bisnis adalah laba a tau keuntungan.25 Ketintungan dalam 
ekonomi adalah. selisih (sisa) antara pendapatan (penghasilan) dengan 



pengeluaran (biaya-biaya); sedangkan keuntungan bisnis adalah 
pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang.26 

Ki.ranya dapat dipahami bahwa bisnis Islami adalah · kegiatan · 
usaha yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi yang tujuarinya 
adalah untuk mendapatkan keuntungan secara material. Oleh karena itu, 
aratomi,kontrak bisnis Islami pada dasarnya sama saja dengan anatomi 
kontrakbisnis pada umumnya, yang membedakannya adalah sistem' (isi) 
yang termuat dalam klausula-klausula kontrak. 

Anatomi kontrak terdi.ri atas pe"rtama, pembukaan yang terdiri 
atas: a) judul perjanjian; b) komparisi (dua pihak atau lebih); c) recitals 
(alasan-alasan sosial-ekonomi yang menyebabkan dilakukannya 
perjanjian); dan d) ruang lingkup. Kedua, ketentuan-ketentuan pokok · 

· perjanjian yang terdiri atas: a) ketentuan umum yang berisi tentang 
definisi-c;iefinisi; b) ketentuan-ketentuan pokok; dan c) ketentuan­
ketentuan penunjang. Ketiga, bagian penutup yang setidaki1ya . 
mengandung empat hal yang bersifat penegasan; yaitu: a) pem!gasan 
bahwa kontrak tersebut sebagai alat bukti; b) sebagai bagian yang 
menyebutkan tern pat pembuatan dan penandatanganan; c) sebagai ruang 
untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak; dan ·d) sebagai ruang 
untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang.~ berkontrak.27 

Anatomi kontrak yang dikemukakan Simatupang lebih sederhana, yaitu: 
a) judul, b) kepala, c) komparisi, d) sebab/dasar, e) 'syarat-syarat, 'f) 
penutup, dan g) tanda tangan;28 dan ki.ranya logis jika . akad Hv1BT 
dianalisis dengan menggunakan kerangka anatomi kontrak sehingga 
terurai berbagai unsur yang diperlukan dalam kontrak bisnis. ' • 

Perluasan Cakupan Ijarah 
Ijarah dimaknai dengan dua dimensi kehidupan. Ijarah dimak;1ai 

. sebagai proses' perjanjian para pihak; salah<satu pihak •berkedudukan 
sebagai penyedia barang/jasa (mu'aji.r ) dari pihak lain berkeduduk~m 
sebagai pengguna/penerima manfa·at barang/jasa (musta'jir).Z9 Ijarah . 
yang obyeknya berupa barang dimaknai sebagai "sewa;" sedangkan ijarah 
yang obyeknya berupa jasa dimaknai sebagai "upah." Ijarah ·yang 
demikian berdimensi duniawi; istilah teknis bagi sewa/upah yang 
digunakan adalah lfirah (imbalan).30 Di sisi lain umat Islamberkeyakinan' 
bahwa dunia ini adalah ma~a'at (tempat bercocok tanam) yang berakibat 
p.ada kehidupan akhirat nanti. Dalam dimensi kebaikan, orang yang 
bermualamah dengan baik-di antaranya melakukan ijarah-akan dapat• 
pahala yang terkadang disebut "ajrun." Jadi, lfirah berdimensi duriiawi; 
sedangkan · qjrun berdimensi ukhrawi. Ujrah yang termasuk akad bidang 
jasa, sekarang telah diperluas dan dihubungkan dengan konsep intiqalal-
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milk!Jyah; oleh karena itu, salah satu jasa yang berkembang dalam 
ekonomi syari'ah adalah produk IMBT.31 

DSN-MUI telah menetapkan sejumlah fatwa yang berhubungan 
dengan ijarah; akan tetapi, yang diana!isis pada kesempatan ini hanyalah 
fatwa Nomor: 27 / DSN-MUI/III / 2002 tentang IMBT. IMBT diartikan 
sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan 
hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa 
sewa. 

Secara konseptual, IMBT hampir sama dengan leasing yang 
. dilakukan oleh institusi keuangan di dunia, termasuk Indonesia. Dalam 
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan 
Menteri P~rindustrian Nomor: KEP. 122/MK./IV /2/1974; Nomor: 
32/ M/SK./2/1974; dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tartanggal 7 Pebruari 
197 4 ditegaskan bahwa leasing adalah pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan 
tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai dengan hak 
pilih/ opsi bagi perusahaan terse but untuk membe!i barang modal yang 
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan 
nilai sisa yang telah disepakati bersama.32 Dengan memperhatikan fatwa 
IMBT, tersirat sebuah pernyataan bahwa ijarah pada prakteknya dapat 
dibedakan menjadi dua: ijarah yang tidak terikat (muthlaqah); dan ijarah 
yang terikat (muq(Jj'Jadah); IMBT termasuk ijai:ah terikat. 

Analisis Fatwa DSN-MUI tentang IMBT 
Dalam fatwa Nomor: 27 / DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT 

terdapat dua ketentuan: ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan 
yang bersifat khusus. Ketentuan IMBT yang bersifat umum adalah: a) 
rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad 
IMBT; b) perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika 
akad ijarah ditandatangani; dan c) hak dan kewajiban setiap pihak harus 
dijelaskan dalam akad. Sedangkan ketentuan IMBT yang bersifat khusus 
adalah: a) pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad ijarah 
terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual be!i 
atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai; dan b) 
janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah 
wa'd/ janji yang hukumnya tidak mengikat. · Apabila janji itu ingin 
dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang 
dilakukan setelah masa ijarah selesai. 

Kedudukan benda yang menjadi obyek akad IMBT adalah benda 
sewa. Oleh karena itu, pembayaran berkala yang dilakukan oleh 
pengguna barang serta diterima oleh pemilik barang adalah ujrah 
(upah/pembayaran sewa). Secara imp!isit menunjukkan bahwa obyek 
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IMBT masih tetap menjadi rnilik pihak yang menyewakan. Dampak 
hukumnya adalah: a) obyek IMBT harus dikembalikan kepada pernilik 
jika secara nyata bahwa penyewa tidak mampu membayar sewa berkala 
hingga waktu yang disepakati; dan b) penyewa tidak dibenarkan 
memindahtangankan (menyewakan lagi atau menjual) obyek sewa kepada 
pihak lain; sebab akad pemindahan kepernilikan obyek IMBT hanya 
boleh dilakukan setelah pembayaran sewa berkala berakhir. 

Kesinambungan akad dalam fatwa IMBT adalah: a) akad ijarah 
dengan jual-beli; a tau b) akad ijarah dengan akad hi bah; bertujuan agar 
akad dalam kitab-kitab fi.kih dapat dipraktekkan; oleh karena itu, ironi 
jika lembaga-lembaga keuangan syari'ah seolah-olah menghindar dari 
akad IMBT; sejatinya, IMBT dipraktekan dalam rangka memperkaya 
produk lembaga keuangan syari'ah serta memperkaya horizon umat 
manusia. (terutama umat Islam) dalam bermu'amalah. Dilihat dari segi 
proses, akad IMBT tidak termasuk akad gabungan, tapi termasuk akad 
pararel. Oleh karena itu, akad ikutan Qual-beli atau hibah) hanya. boleh 
dilakukan jika akad utamanya (ijarah) telah selesai dilakukan. 

Dalam fatwa ditetapkan opsi mengenai cara pemindahan 
kepernilikan obyek IMBT: jual-beli/ al-bai' atau pemberian/hibah. Akan 
tetapi, dalam fatwa tidak ditetapkan mengenai teknis jual-beli atau hibah 
atas obyek IMBT yang pembayaran sewa berkalanya telah berakhir. Cara 
yang paling mudah adalah pemindahan kepernilikan obyek IMBT dengan 
cara hibah; yaitu dalam kontrak IMBT semestinya ditulis bahwa pernilik 
menghibahkan obyek IMBT kepada penyewa dengan syarat pembayaran 
sewa berkala yang disepakati telah berakhir/lunas. Hibah seperti ini 
disebut sebagai hibah terikat/muqayydah. Klausul hibah ini mestinya 
bersifat mengikat sehingga potensi merugikan salah satu pihak dapat 
dihindari (prinsip prepentif/ sadd al-dzari'ah); sebab jika klausul ini 
bersifat tidak mengikat seperti ditetapkan dalam fatwa IMBT, memberi 
peluang akan lahirnya ketidakpastian hukum. 

Opsi kedua tentang pemindahan kepernilikan obyek IMBT yang 
ditetapkan dalam fatwa adalah jual-beli. Salah satu teknisnya adalah 
dengan cara membagi pembayaran berjangka menjadi dua. Umpamanya, 
IMBT disepakati pembayarannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 
Pembayaran selama 33 (tiga puluh tiga) bulan ditetapkan sebagai 
pembayaran sewa (ijarah), dan sisanya (3 kali pembayaran) diakui sebagai 
pembayaran jual-beli. Hanya saja, jika ditaksir dari segi jumlah uang yang 
dibayarkan dengan harga real obyek IMBT belum tentu relevan. Oleh 
karena itu, cara pemindahan kepemilikan dalam akad IMBT adalah hibah 
terikat, meskipun cara pemindahan kepernilikan melalui jual-beli juga 
boleh dilakukan. 
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. · Dengan demikian, · bahwa ketetapan · fa twa· · IMBT. yang · 
inenyatakan bahwa '~janji. pemindahan'.kepemilikan.yang' disepakati di 
awal: akad ijarah berkedudukan sebagai wa'd yang hukumnya . tidal(; 
mengikat" harus ditafsirkan bahwa janji pemindahan kepemilikan obyek 
akad IMBT belum dapat dijadikan alat' bukti pemindahan kepemilikan, 
sebab kepindahan kepemilikan obyekiMBT hams disertai dengan akad 
baru (hibah atau jual-beli) dalam hal jjarahnya· telah berakhir; Janji 
mengenai pemindahan kepemilikan harus ditaati oleh semua pihak. Jika 
tidak .ditafsirkan demikian, bisa. jadi suatu saat akan ada pengingkaran 
dari pihak-pihak.(terutama pihak yang menyewakan) mengenai keharusan 
pemindahan kepemilikan obyek IMBT. Caranya adalah bahwa dalam 
kontrak IMBT harus ditegaskan secara eksplisit mengenanai. cara 
pemindahan kepemilikan obyekiMBT, dengan hibah atau jual-beli; serta 
pihak y~ng menyewakan diharuskan memindahkan hak kepemilikannya 
atas obyek IMBT dengan salah satu cara dari pilihan yang ada . 

. Dari segi proses ijtihad, terlihat · bahwa ulama telah mencoba 
melakukan perumusan. ulang· agar akad .yang terdapat dalam bidang 
mu'amalah dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan··peradaban, 
terutama kegiatan ekonomi. Dalam kitab fikih, ijarah menempati posisi 
tersendiri, yaitu menjelaskan tentang sewa (barang) .dan upah Gasa); dan 
jual-bep juga menempati .posisi tersendiri, yaitu salah satu cara 
pemindahan kepemilikan (intiqal al-milkiyyah). Meskipun berbeda posisi, 
tapi keduanya berada dalam wilayah akad yang sama; yaitu termasuk akad 
komersial-bisnis (bukan akad tabarru'). 

Dalam . kitab fikih ditetapkan ·. bahwa benda yang disewa 
berkedudukan sebagai milik pihak yang menyewakan (kepemilikan benda 
.tidak berpindah. kepada penyewa). Oleh karena itti, sangatlah relevan 
bahwa benda yang .menjadi obyek IMBT hanya boleh digunakan (tidak 
boleh dipindahtangankan dengan cara dijual atau disewakan lagi). Hal 
inilah yang mengharuskan pihak~pihak dalam akad IMBT hati-hati dan 
rinci dalam membuatkontrak, sebab' tidakmenutup. kemungkinan, obyek 
IMBT dipindahtangankan kepada; pihak :lain oleh penyewa tanp;r izin 
dan/ata~ sepengetahuan pihak ·yang menyewakan .. dengan · cara 
melanjutkan sewa (baca: overcredif), a tau :dijadikan obyek 'sewa (seperti 
mobil yang menjadi obyek IMBT dikerjasamakan · dengan perusahaann 
penyewaan. mobil). Dua hal tersebut·belum diatur dalam fa twa; oleh 
karena itu, dengan prinsip kehati-hatian (ikhtiyath) .dan prepentif (sadd 
al:dzari'ah), kiranya sangatlah bijak jika dalim kontrak IMBT"dinii.lat hal­
hal tersebut agar terhindar dari. sengketa di · kemudian hari. Tindakan 
prepentif lebih baik.dari tindakan kuratif; mencegah terjadinya sengketa 
jatih lebih . baik daripada terjadinya sengketa karena isi. kontrak yang 
tidak/kprang rinci dan' jelas. · . 
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Pembukaan Kontrak IMBT 
Seperti telah disinggung sebelumnya, bagian pertama sebuah 

kontrak adalah pembukaan yimg terdiri atas: a) judul perjanjian; b) 
tempat dan waktu perjajian dilakukan; c) komparisi (dua pihak atau 
lebih); d) recitals (alasan-alasan sosial-ekonomi yang menyebabkan 
dilakukannya perjanjian); dan e) ruang lingkup. 

1. Judul Perjanjian IMBT 
J udul perjanjian bukanlah syarat sahnya suatu kontrak; akan 

tetapi, judul kontrak sebagai identitas sangatlah diperlukan; oleh karena 
itu, perancang dan/ a tau pembuat judul kontrak harus memiliki 
kemampuan untuk megakomodir seluruh isi kontrak yang dibuatnya, 
karena antara judul dengan isi kontrak harus berhubungan secara 
korelatif dan relevan.33 Sementara dalam kontrak syariah, sebelum judul, 
terdapat simbol pernyataan fllosofis, yaitu menggunakan: a) bismillahi­
rrahmanirrahim; sejurnlah kontrak yang diteliti menggunakan 
menuliskannya dengan huruf Arab lengkap dengan baris-syakalnya, 
sementara sejumlah kontrak lain menuliskan 11 basmallah 11 dengan huruf 
latin; dan b) menuliskan terjemahan ayat Quran yang dianggap relevan 
dengan isi kontrak;34 dalam perjanjian mudharabah dituliskan terjemahan 
QS al-Ma'idah (5): 1 dan al-Nisa (4): 29); sementara dalam perjanjian 
musyarakah dan murabahah dituliskan terjemahan QS al-Baqarah (2): 
275; dan kontrak perjanjian tersebut pada umumnya menggunakan 
nomor yang dibuat oleh pihak yang berwenang.35 Judul kontrak IMBT 
dapat ditampilkan dengan dua bentuk: a) al-Ijarah al-Muntahiyah bi al­
Tarnlik; atau b) Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 

Tidak ada keharusan--dalam arti wajib--menulis kontrak syariah 
diawali dengan menuliskan basmallah dan terjemahan ayat Quran; akan 
tetapi, agar terasa lebih utama (aspek verstehen) sebaiknya kontrak syariah 
diawali dengan basmallah dan terjemahan ayat Quran dan bahkan disertai 
dengan hadis yang relevan jika diperlukan. Tentu saja kebiasaan tersebut 
harus dihargai dan dipelihara serta dilanjutkan sehingga--secara 
sosiologis--tujuan DSN-MUI mengenanai sosialisasi dan akselerasi akad 
mualamah-ekonomi di masyarakat akan semakin cepat terwujud. 
Kebiasaan terse but relevan dengan kaidah 11 a/-'adah muhakkamah. 11 

2. Signifikansi Pernyataan tentang Tempat dan Waktu IMBT 
Naja menjelaskan bahwa sejumlah kontrak menjelaskan 

mengenai tempat dan waktu36 perjanjian dilakukan pada salah satu 
tempat: pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup. Selain itu, 
Naja juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kontrak yang 
memisahkan antara waktu dan tempat kontrak; waktu kontrak dijelaskan 
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pada bagian pembukaan, sedangkan tempat kontrak dijelaskan pada 
b 

. 37 ag1an penutup. 
Dari sejumlah kontrak syariah yang diteliti, tergambar bahwa 

kontrak syariah menempatkan pernyataan tentang waktu perjanjian pada 
bagian depan/ pendahuluan; sedangkan penjelasan mengenai tempat 
kontrak dilakukan ditempatkan pada bagian penutup. Akan tetapi, 
pernyataan mengenai waktu kontrak dilakukan terdapat dua bentuk: a) 
pernyataan mengenai waktu pembuatan kontrak yang lengkap; dan b) 
pernyatan mengenai waktu pembuatan kontrak yang kurang lengkap. 
Pernyataan mengenai waktu pembuatan kontrak yang lengkap adalah 
pernyataan yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun, jam dan 
menitnya serta teritorial waktu (seperti pernyataan WIB, WITA, dan 
WIT);38 sedangkan pernyatan mengenai waktu pembuatan kontrak yang 
kurang lengkap yang dimaksud di sini adalah pernyataan yang hanya 
menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan kontrak.39 

Pernyataan mengenai tempat dan waktu perjanjian syariah 
penting dimuat dalam kontrak, dan masing-masing memiliki kepentingan 
tersendiri. Pernyataan tentang waktu IMBT berhubungan dengan 
prestasi/pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dengan 
kontrak, terutama mengenai waktu ujrah dibayarkan oleh musta'jir 
kepada Mu'ajir , dan waktu berakhirnya ijarah; sedangkan pernyataan 
tentang tempat pembuatan kontrak berhubungan dengan: a) bukti-bukti 
surat obye IMBT jika benda tersebut termasuk benda terdaftar atau 
berwarkat, dan b) yurisdiksi dan/ a tau kekuasaan relatif peradilan yang 
menanganinya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Pernyataan 
waktu yang lengkap juga berguna untuk menghindari peningkaran dari 
salah satu pihak; sebab dengan hitungan menit (kurang dari satu jam) 
sekarang seseorang sudah dapat melakukan perjalanan antar daerah 
bahkan antar negara.40 Menurut Naja, signifikansi pernyataan tersebut 
adalah untuk menghindari risiko mengenai kemungkinan adanya 
sangkalan dari salah satu pihak, bahwa ia pada saat terseput tidak berada 
di tempat pembuatan kontrak tersebut.41 

3. Komparisi Konti.'ak IMBT 
Komparisi kontrak adalah identitas subyek/pelaku perjanjian 

yang bisa dilakukan oleh orang/individu yang cakap melakukan 
melakukan perbuatan hukurn, atau badan usaha, baik yang berbadan 
hukurn rnaupun tidak.42 Kornparisi sebuah kontrak menjelaskan identitas 
pihak-pihak secara detail; di antara karakternya adalah: a) penulisan nama 
secara lengkap (tidak ada yang disingkat); b) penulisan gelar secara 
lengkap, kadang ditulis singkatannya dalarn kurung; c) tanggallahir ditulis 
dengan huruf latin dan angkanya ditulis dalarn kurung; d) 
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kewarganegaraan; e) status kepegawaian/pekerjaan; e) alamat tempat 
tinggal: Jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan/desa, dan 
kota/kabupaten; f) kartu tanda penduduk/KTP yang dilengkapi dengan 
informasi menge~ai nom or KTP, pejabat/ camat yang menerbitkan KTP, 
dan masa berlakunya KTP yang diulis dengan huruf latin dan angkanya 
ditulis dalam kurung; g) domisili/ temp at tinggal ketika kontrak dibuat; 
dan h) kedudukannnya dalam badan usaha yang dilengkapi dengan surat 
keputusan yang melandasi kedudukannya yang dibuat oleh pihak yang 
berwenang, titimangsa surat yang ditulis dengan huruf latin (angkanya 
ditulis dalam kurung) apabila pihak yang berkontrak bertindak atas nama 
badan usaha.43 Selanjutnya, dinyatakan "dalam perjanjian ini disebut 
BANK," "selanjutnya disebut pihak pertama/Bank," atau "selanjutnya 
disebut pihak kedua/ debitur. "44 

Naja menegaskan bahwa komparisi adalah penjelasan mengenai 
pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berupa penjelasan 
mengenai: a) identitas yang meliputi nama, pekerjaan, dan domisili 
pihak-pihak; b) dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk 
bertindak dari para pihak--khususnya untuk badan usaha; dan c) 
kedudukan para· pihak yang ditulis dengan sebutan: "selanjutnya dalam 
perjanjian ini disebut pihak pertama," atau "selanjutnya dalam perjanjian 
ini disebut pihak kedua. "45 

Dengan demikian, komparisi dalam akad IMBT adalah 
penjselasan mengenai pihak yang melakukan akad IMBT yang berupa 
penjelasan mengenai: a) identitas yang meliputi nama, pekerjaan, dan 
domisili pihak Mu'ajir dan Musta'jir; b) dasar hukum yang memberi 
kewenangan yuridis untuk bertindak dari Mu'ajir dan Musta'jir-­
khususnya untuk badan usaha; dan c) kedudukan Mu'ajir dan Musta'jir 
yang ditulis dengan sebutan: "selanjutnya dalam perjanjian ini disebut 
pihak pertama/Mu'ajir ," atau "selanjutnya dalam perjanjian ini disebut 
pihak kedua/Musta'jir. 

4. Recitals IMBT 
&titals adalah bagian pembukaan kontrak yang berisi tentang 

penjelasan resmi atas latar belakang suatu keadaan dalam sebuah 
perjanjian/ kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan; dengan 
kata lain, recitals pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai sebab 
masing-masing pihak bersepakat untuk .melakukan perjanjian. Akan 
tetapi, recitals tidak mutlak harus ada dalam perjanjian jika tidak ada hal 
yang perlu dijelaskan; kecuali perjanjian yang bersifat novasi, di dalam 
aktanya harus dijelaskan penggantian perikatan lama dengan perikatan 
baru; jika tidak penjelasan yang demikian, tidaklah terjadi perjanjian 
novasi dimaksud. 46 Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, kiranya 

AL-TJARAH AL-MUNTAHIYAH 203 JATH MUBAROK 
Bl AL-TAMLIK (IMBT) 



dapat dipaharni.bahwa recitals IIMBT adalah berupa penjelasan mengenai 
latar belakang dilakuhnnya akad IMBT. . · · 

,: (/,Seperti telah disinggung bahwa recitals--penjelasan mengeriaf 
sebab/ consideration. kontrak, maka s'ejumlah kontrak syariah tid~k 
mengaridung recitals atas kontrak yang bersangkutan. Dari segi· ilmu 
perundang-undangan, ·recitals mirip dengan konsideran. yang · bersifat 
sosiologis dalam peraturan perundang~undangan; yakni penjelasim yang 
diawali dengan kata "Menimbang." 

·s. Ruang Lingkup IMBT 
Sejumlah ahli perancang hukum/kOntrak : masih . berbeda 

pendapat, apakah rumusan tentang ruang lingkupdapat dianggap sebagai 
bagian dari pembukaan/pendahuluan sebuah . kontrak, atau sudah 
merupakan bagian awal· dari substansi sehingga harus .dianggap sebagai 
bagian dari diktum kontrak. 47 Akan tetapi, "ruang lingkup'' kelihatannya 
merupakan diktum terpenting dari sebuah kontrak yang rinciannya dapat 
dijabarkan pada bagian berikutnya. . · 

· Ruang lingkup pada dasarnya adalah sebuah kesimpulan yang 
diambil melalui logika-linier atas · sebab-sebab · kontrak· dilakukan yang 
dijelaskan pada recitals. Dari segi urutan kalimat, "ruang lingkup" kontrak 
pada dasarnya merupakan kesimpulan· dari pernyataan-pernyataan singkat 
yang diuraikan sebelumnya; oleh karena itu, wajar jika sejumlah ahli 
perancang kontrak berpendapat bahwa "ruang· lingkup" berkedudukan 
sebagai bagian dari pendahuluan kontrak. Akari tetapi,: jika dilihat dari 
segi substansi, maka "ruang lingkup kontrak" merupakan pokok kontrak, 
pasal-pasal berikutnya merupakan rincian dari kesepakatan tersebut. Oleh 
karena itu, wajar juga jika. sejumlah ahli. perancang kontrak lainnya 
menganggap bawa. "ruang lingkup'' merupakan bagian awal dari substansi 
dan termasuk diktum kontrak. 

Substansi Kontrak: Ketentuan Uinum dan Prinsip Penyusunan 
Klausul IMBT · · · 

. Telah. disinggung bahwa. ketentuan-ketentuan. pokok perjanjian 
yang terdiri atas: a) ketentuan umum; b) ketentuan-kete~tUan pokok; dan 
c) ketentuari-ketentuan penunjang. Ketentuan umum berisi tentang 
batasan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang digunakan dalam 
·kontrak yang bersangkutan;. penjelasan-penjelasan tersebut disepakati 
oleh para pihak guna menghindari dan mempersempit ruang perselisihan 
yang diduga · akan · muncul yang disebabkan ·oleh perbedaan pengertian 
dan penafsiian dari para pihak yang terikat dengan kontrak dimaksud.48 

· Di an tara istilah-istilah yang perlu dijelaskan secara operasional/ de finis 
· .operasional dalam "ketentuan timum~' sebuah kontrak IMBT adalah: 
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Mu'ajir , musta'jir, ijarah, ujrah, IMBT, intiqal a/-mi/ktyah/pemindahan 
kepemilikan, hibah, dan jual-beli. 

Ketentuan-ketentuan pokok kontrak terdiri atas pasal-pasal; 
"pasal" dalam sebuah akta perjanjian/kontrak adalah bagian .dati suatu 
kontrak yang terdiri atas kalimat dan/atau sejumlah kalimat yang 
menggambarkan kondisi dan informasi tentang hal yang··.disepakati -baik 
secara terstirat maupun tersirat. Syarat-syarat ''pasal-pasal" sebuah 
kontrak adalah: a) urutan/kronologis; pasal rriencerminkan isL dan 
kondisi kesepakatan yang dibuat .secara kronologis sehingga 'mudah 

· dalam meneniukan dan mengetahui hal~hal yar1;g diatlir: oleh inasing" 
masing pasal; b) 'ketegasan; bahasa yang digunakan menghindari kata­
kata · bersayap yang dapat menimbulkan ragam J?emifsinin; · c) · 
keterpaduan; antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lairi~ dan 
antar~ pasal yang satu dengan pasal yang lain memptinyai huburigan; d) 
kesatuan; kalimat yang satu dengan kalimat yimg lain, dan an tara :pasal 
yang satu derigan pasal yang lain mempunyal.saling mendukung; dan e) 
kelengkapan; yakni kalin~at-kalimat dan pasal-pasal dalaril suatu kontrak 
harudengkap informasinya. 49 

· · · · · 

· · · Sedangkan Herlien Budiono menginformasikan baliwa klausula • 
kontrak seharusnya disusun dalam bahasa · perjanjian yang . baku . yang .. 
memenuhi tiga syarat: a) klausula harus ditulis (bulan lisan, pen); b) · 
klausula disusun. terlebih dahulu dan perjanjian baku 'yang memuat 
klausula baku terse but akan digunakan kepada pihak lawan (mitra, pen) 
yang jurruahnya relatif banyak; dan c) adanya peraturan pelaksina yang 
rinci. Di samping itu, Budiono juga menginformasikan tulisan Mariam 
Darus · Badruizaman yang menegaskan ten tang ciri-ciri· perjanjian ·baku, .. 
yaitu: a) isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor (shahib al-mpl, pen); 
b) nasabah sama sekali tidak ikut menentukari isi pe~anjian; c) nasabah 
terpaksa menerima isi pe~-anjian karena terdorong oleh kebutuhari; d) 

. bentuknya tertulis; dan e) dipersiapkan terlebih dahulu secara mas sal a tau . 
individuaL50 · · 

' ' ; 

Substansi Kontra.k: Ketentuan Pokok IMBT 
1 ·· Ketentun pokok IMBT pada dasarnya dibedakan menjadi emr.at: 

•pertama, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mu'ajir; 
. kedua, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan .· kewajiban .. musta'jir; 
ketiga, ketentuan yang berkaitan dengan obyek IMBT; dan keempat, .. · · .. 
ketentuan mengenai harga dan opsi pemindahan kemepilikari. · . . · 

Hak mu'ajir adalah: a) memperoleh pembayaran · sewa · dari 
musta'jir; b) menarik obyek IMBT apabila musta'jir tidak mampu 
membayar sewa' sebagaimana diperjanjikan; dan c) mengalihkan pbyek 
IMBT kepada musta'jir lain yang mampu dalam hal musta'jir pertama 
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tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT, 
memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya pada akhir 
rrtasa sewa. Sedangkan kewajiban mu'ajir adalah: a) menyediakan obyek 
IMBT yang disewakan,; b) menanggung biaya pemeliharaan obyek IMBT 
kecuali diperjanjikan lain; dan c) menjamin obyek IMBT tidak cacat dan 
berfungsi dengan baik. 51 

Hak musta'jir adalah: a) menggunakan obyek IMBT sesuai 
dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan; b) menerima obyek 
IMBT dalam keadaan baik dan siap dioperasikan; dan c) pada akhir masa 
sewa, memindahkan kepemilikan obyek IMBT, memperpanjang masa 
sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk 
memindahkan hak kaepemilikan atas obyek IMBT atau (tidak mampu) 
memperpanjang masa sewa. Sedangkan kewajiban musta'jir adalah: a) 
membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan; b) menjaga dan 
menggunakan obyek IMBT sesuai yang diperjanjikan; c) tidak 
menyewakan kembali obyek IMBT kepada pihak lain; dan d) melakukan 
pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap obyek IMBT.52 

Obyek IMBT adalah berupa barang modal dengan syarat-syarat: 
a) obyek IMBT merupakan milik m'ajir; b) manfaatnya harus dapat 
dinilai dengan uang; c) manfaatnya dapat diserahkan kepada musta'jir; d) 
manfaatnya tidak diharamkan oleh syari'ah Islam; e) manfaatnya harus 
ditentukan dengan jelas; dan f) spesifikasinya harus dinyatakan dengan 
jelas melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu 
pemanfaatannya. Di antara harta yang dapat dijadikan obyek IMBT 
adalah: a) alat-alat berat (heai!J equipment); b) alat-alat kantor (office 
equipment); c) alat-alat foto (photo equipment); d) alat-alat medis (medical 
equipment); e) alat-alat printer (printing equipment); f) mesin-mesin 
(machineries); g) alat-alat pengangkutan (vehicle); h) gedung (building); i) 
komputer; dan j) peralatan komunikasi atau satelit. 53 

Ketentuan mengenai ujrah dan opsi pemindahan kepemilikan 
atas obyek IMBT adalah: a) harga sewa/ujrah dan cara pembayaran atas 
obyek IMBT ditetapkan berdasarkan kesepakatan di awal akad; b) harga 
untuk opsi pemindahan kepemilikan atas obyek IMBT ditetapkan setelah 
berakhirnya masa sewa yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian 
pemindahan kepemilikan; dan c) alat pembayaran ujrah adalah berupa 
uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama dan tidak dilarang 
secara syari' a h. 54 

Akta, Dokumentasi, dan Ketentuan Penunjang IMBT 
Dalam akta/ surat IMBT harus terdapat hal-hal berikut: a) 

identitas mu'jir dan musta'jir; b) spesifikasi obyek IMBT yang meliputi 
nama, jenis, jumlah, ukuran, ripe dan lokasi penggunaanya; c) spesifikasi 
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manfaat obyek IMBT; d) harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran 
ujrah, ketentuan jaminan dan asuransi atas obyek IMBT; e) jangka waktu 
sewa; f) saat -penyerahan obyek IMBT; g) ketentuan mengenai 
pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo; h) ketentuan mengenai 
biaya-biaya yang timbul selama masa sewa; i). ketentuan mengenai biaya­
biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila · terdapat 
kerusakan, kehilangan, atau tidak berfungsinya obyek IMBT; j) ketentuan 
~engenai pengalihan obyek IMBT oleh mu'ajir kepada pihak lain; dank) 
hak dan tanggungjawab masing-masing pihak.55 

_ 

Dokumentasi akad IMBT oleh pihak mu'ajir sekurang-kurangnya 
meliputi: a) surat permohonan IMBT; b) surat persetujuan prinsip 
(offering letter); c) dokumen akad IMBT; d) dokumen wa'd;e) perjanjiari . 
)Jengikatan jaminan atas pembayaran ujrah; f) tanda terima barang; dan f) 
pe~anjiappemindahan kepemilikan.56 

- - · 

'' · · Ketentuan-ketentuan penunjang yang t~rdapat dalam kontrak 
IMBT dapat berupa: a) perjanjian dan jaminan dari .pihak musta'jir; b) 
kelalaian dan pelanggaran; c) pelunasan di muka; d) berakkhirnya 
perjanjian IMBT; dan e) lain-lain. Sedangkan bagian penutup akta'IMBT 
terdiri atas: a) pencantuman saksi-saksi; b) klausula perjanjian yang 
~.minyata~an bahwa akta ini sebagai bukti; c) ruang tanda tangan para 
pihak; dan d) ruang tanda tangan para saksi. · 

Penutup 
, Makna ijarah yang telah diperluas dan dimodifikasi sehingga · 

~erjaga semangatnya di satu sisi, dan dapat diaplikasikan dalam konteks' 
kegiatan bisnis yang tidak bisa lepas dari asas hukum perikata11 yang 
berlaku di sisi yang lain. Bisnis yang menggunakan sistem syariah 
_melibatkan banyak pihak, pelaku bisnis (seperti banker), law officer, daii 
J:?-Otaris. Di sisi lain, kalau te~adi perselisihan di imtara para pihak, 
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. (al-syura), perdamaian (ell~ 
shu/h), mediasi (al-tahkim), atau pengadilan (al-qadha). Dengan demikian; .. 
baik pelaku bisnis maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan 
tersebut diharapkan memiliki pengetahuan yang relatif sama sehingga 
perbedaan penafsiran dapat dikurangi. Dari segi "ilmu" nincangan 
kontrak bisnis;IMBT termasuk produk jasa lembaga keuangah syari'ah · 
yang bersifat terbuka, dan bahkan dapat melibatkan 'pihak ketiga jika 
diperlukan. Dalam konteks keindonesiaan, ekonomi syari'ah dirancang 
~an. digerakan secara kutural oleh MUI. Dalam rangka regulasi bisnis 
dengan sistem syariah, MUI membentutuk Dewan Syari'ah Nasional 
(DSN) yang menghasilkan fatwa; dalam · rangka pengawasan; DSN 
menempatkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada setiap unit usaha 
yang menggunakan sistem syari'ah; dalam rangka penyelesaian sengketa 
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. bisnis 'syari'ah, MlJI membentuk Badan 'A:i:bifrase 'syari'ah Nasional: 
(Ba~yarnas), Sedangkan secara struktural, Negara.telah merigakom~di:i: · 
sistem.l1saha syari'ahdalam betl.tuk peraturan perundang-undangan. 01~~.· 
karena1itti;\'sifat keterbukaan (asas kebebasan · berkontrak) yang jugal 
dianut dalam kontrak IMBT, dibatasi oleh peraturan perundang­
undangan dan kepatutan secara syari'ah yang didasarkan pada fatwa 
DSN-MUI. 
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